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TENTANG
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L

TAHUN ANGGARAN 2023
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUNA
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 311 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan
Pasal 104 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah, Gubernur/Bupati /Wali Kota wajib
mengajukan Peraturan Daerah tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2023 Kepada Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk memperoleh persetujuan
Bersama.
bahwa Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(APBD) yang diajukan sebagaimana dimaksud pada huruf a, merupakan
perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 yang
dijabarkan ke dalam Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon
Anggaran Sementara yang telah disepakati Pemerintah Daerah bersama
DPRD;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan
huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Kabupaten Muna Tahun Anggaran 2023

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945;

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-
Daerah Tingkat Il di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 1922);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara
yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
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Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaaan, Pengelolaan
dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4421);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undanga-Undang
Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan
Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4028);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6041);

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2001 tentang Pengamanan dan
Pengalihan Barang Milik/Kekayaan Negara dari Pemerintah Pusat Kepada
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001
Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4070);
Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2005 tentang Dana Perimbangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137);
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan
dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia
Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan
Pemerintah antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah
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Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Indonesia Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 82);

Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2010 tentang Sistem Informasi
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 110);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangka Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114)
sebagaimna telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun
2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 187);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang hak Keuangan dan
Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106);
Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan
dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 2);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248);
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang
Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2021 Nomor 63);

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2021 tentang
Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia
Nomor 98 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden
Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2021tentang Rincian Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Pepublik Indonesia Nomor 57 Tahun 2007
tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2015 tentang
Pengelolaan dana Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,
Bupati dan Wakil Bupati, serta Walokota dan Wakil Walikota sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun
2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44
Tahun 2015 tentang Pengelolaan dana Kegiatan Pemilihan Gubernur dan
Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walokota dan Wakil
Walikota (Berita negara republic Indonesia Tahun 2015 Nomor 902);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Pepublik Indonesia Nomor 86 tahun 2017
tentang Tatacara Perencanaan, Pengendalian, dan Evalaluasi Pembangunan
daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Pedoman
Pemberian Hibah dan Bantuan Sosialyang bersumber dari Anggaran
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Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 1560);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman
Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah Tahun Anggaran
2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 888);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman
Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 1781);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.07/2021 tentang
Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau;
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 216/PMK.07/2021 tentang
Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya
Alam Kehutanan Dana Reboisasi

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2022 tentang Perubahan
Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Petunjuk
Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan
Tahun Anggaran 2022;

Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pokok-
Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Muna (Lembaran Daerah
Kabupaten Muna Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Muna Nomor 6);

Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 3 Tahun 2012 tentang
Pembentukan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Muna (Lembaran daerah Kabupaten Muna Nomor 3);
Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 6 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Muna (Lembaran
Daerah Kabupaten Muna Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Muna Nomor 6);

Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 01 Tahun 2021 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Muna Tahun 2022
(Berita Daerah Kabupaten Muna Tahun 2021 Nomor 01).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUNA
dan

BUPATI MUNA

MEMUTUSKAN:

: PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN

BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

Pasal 1

APBD terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan
Daerah.

Pasal 2

APBD Kabupaten Muna Tahun Anggaran 2023 berjumlah Rp.
1.291.861.590.727,00 terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan
Pembiayaan Daerah dengan rincian sebagai berikut:



a. Pendapatan Daerah Rp. 1.287.007.856.853,00

b. Belanja Daerah Rp. 1.260.789.612.027,00
Surplus Rp. 26.218.244.826,00
c. Pembiayaan Daerah
1. Penerimaan Rp. 4.853.733.874,00
2. Pengeluaran Rp.  31.071.978.700,00
Pembiayaan Netto (Rp.  26.218.244.826,00)
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun
Berkenaan Rp. 0,00
Pasal 3

Pendapatan Daerah direncanakan sebesar Rp. 1.287.007.856.853,00 (satu
triliun dua ratus delapan puluh tujuh milyar tujuh juta delapan ratus lima puluh
enam ribu delapan ratus lima puluh tiga rupiah), yang bersumber dari:

a. Pendapatan Asli Daerah;

b. Pendapatan Transfer; dan

c. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah

Pasal 4

(1) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a
direncanakan sebesar Rp. 185.530.000.000,00 (seratus delapan puluh lima
milyar lima ratus tiga puluh juta rupiah), yang terdiri atas:

a. Pajak Daerah;

b. Retribusi Daerah;

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan
d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

(2) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan
sebesar Rp. 66.625.000.000,00 (enam puluh enam milyar enam ratus
dua puluh lima juta rupiah).

(3) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
direncanakan sebesar Rp. 12.005.000.000,00 (dua belas milyar lima juta
rupiah)

(4) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ direncanakan sebesar Rp.3.400.000.000,00
(tiga milyar empat ratus juta rupiah).

(5) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.103.500.000.000,00 (seratus tiga
milyar lima ratus juta rupiah).

Pasal 5
(1) Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b
direncanakan sebesar Rp. 1.101.477.856.853,00 (satu triliun seratus satu
milyar empat ratus tujuh puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh enam
ribu delapan ratus lima puluh tiga rupiah), yang terdiri atas:
a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat; dan
b. Pendapatan Transfer Antar Daerah.



(2) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.070.200.591.000,00 (satu triliun
tujuh puluh milyar dua ratus juta lima ratus Sembilan puluh satu ribu
rupiah).

(3) Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b direncanakan sebesar Rp. 31.277.265.853,00 (tiga puluh satu
milyar dua ratus tujuh puluh tujuh juta dua ratus enam puluh lima ribu
delapan ratus lima puluh tiga rupiah).

Pasal 6

Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 direncanakan sebesar

Rp. 1.260.789.612.027,00 (satu triliun dua ratus enam puluh milyar tujuh ratus

delapan puluh Sembilan juta enam ratus dua belas ribu dua puluh tujuh

rupiah), yang terdiri atas:

a. Belanja Operasi;

b. Belanja Modal;

c. Belanja Tidak Terduga; dan

d. Belanja Transfer.

Pasal 7

(1) Anggaran Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a
direncanakan sebesar Rp. 850.162.694.733,00 (delapan ratus lima puluh
milyar seratus enam puluh dua juta enam ratus Sembilan puluh empat ribu
tujuh ratus tiga puluh tiga rupiah), yang terdiri atas:

a. Belanja Pegawai;

b. Belanja Barang dan Jasa;
c. Belanja bunga; dan

d. Belanja Hibah;

(2) Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan
sebesar Rp. 536.927.186.434,00 (lima ratus tiga puluh enam milyar
sembilan ratus dua puluh tujuh juta seratus delapan puluh enam ribu empat
ratus tiga puluh empat rupiah).

(3) Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
direncanakan sebesar Rp. 283.306.742.199,00 (dua ratus delapan puluh
tiga milyar tiga ratus enam juta tujuh ratus empat puluh dua ribu seratus
sembilan puluh sembilan rupiah).

(4) Belanja Bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ direncanakan
sebesar Rp. 14.012.446.100,00 (empat belas milyar dua bela juta empat
ratus empat puluh enam ribu seratus rupiah).

(5) Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan
sebesar  Rp. 15.916.320.000,00 (lima belas milyar Sembilan ratus enam
belas juta tiga ratus dua puluh juta rupiah).

Pasal 8

(1) Anggaran Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b
direncanakan sebesar Rp. 239.930.871.391,00 (dua ratus tiga puluh
Sembilan milyar Sembilan ratus tiga puluh juta delapan ratus tujuh puluh
satu ribu tiga ratus Sembilan puluh satu rupiah), yang terdiri atas:
a. Belanja Modal Tanah
b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin;
c. Belanja Modal Bangunan dan Gedung;



d. Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi; dan
e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya.
f. Belanja Modal Aset Lainnya

(2) Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
direncanakan sebesar Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).

(3) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b direncanakan sebesar Rp. 42.933.963.048,00 (empat puluh dua
milyar Sembilan ratus tiga puluh tiga juta Sembilan ratus enam puluh tiga
ribu empat puluh delapan rupiah).

(4) Belanja Modal Bangunan dan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf ¢ direncanakan sebesar Rp. 130.872.465.200,00 (setarus tiga puluh
milyar delapan ratus tujuh puluh dua juta empat ratus enam puluh lima dua
ratus rupiah).

(5) Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 65.236.723.143,00 (enam puluh lima
milyar dua ratus tiga puluh enam juta tujuh ratus dua puluh tiga ribu
seratus empat puluh tiga rupiah).

(6) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8
ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 37.720.000,00 (tiga puluh tujuh
juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah).

(7) Belanja Modal Aset Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1)
huruf f direncanakan sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Pasal 9

Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf

¢ direncanakan sebesar Rp. 1.613.555.003,00 (satu milyar enam ratus tiga

belas juta lima ratus lima puluh lima ribu tiga rupiah), yang terdiri atas belanja

Tidak Terduga.

Pasal 10

(1) Anggaran Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d
direncanakan sebesar Rp. 169.082.490.900,00 (seratus enam puluh
Sembilan milyar delapan puluh dua juta empat ratus Sembilan puluh tubu
Sembilan ratus rupiah), yang terdiri atas:

a. Belanja Bagi Hasil; dan
b. Belanja Bantuan Keuangan

(2) Belanja Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
direncanakan sebesar Rp.888.755.000,00 (delapan ratus delapan puluh
delapan juta tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah).

(3) Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
direncanakan sebesar Rp. 168.193.735.900,00 (seratus enam puluh delapan
milyar seratus Sembilan puluh tiga juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu
Sembilan ratus rupiah).

Pasal 11

Anggaran Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2023 direncanakan sebesar

Rp. 35,925,712,574.00 (tiga puluh lima milyar Sembilan ratus dua puluh lima

juta tujuh ratus dua belas ribu lima ratus tujuh puluh empat rupiah), yang

terdiri atas:

a. Penerimaan Pembiayaan.

b. Pengeluaran Pembiayaan



Pasal 12

(1) Anggaran Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11
huruf a direncanakan sebesar Rp. 4.853.733.874,00 (empat milyar delapan
ratus lima puluh tiga juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu delapan ratus
tujuh puluh empat rupiah), yang terdiri atas Sisa lebih perhitunan anggaran
tahun sebelumnya

(2) Anggaran Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11
huruf b direncanakan sebesar Rp. 31.071.978.700,00 (tiga puluh satu
milyar tujuh puluh satu juta Sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu tujuh
ratus rupiah), pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo

Pasal 13

(1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah
mengakibatkan terjadinya surplus sebesar Rp. 26.218.244.826,00 (dua
puluh enam milyar dua ratus delapan belas juta dua ratus empat puluh
empat delapan ratus dua puluh enam rupiah).

(2) Pembiayaan netto yang merupakan selisin penerimaan pembiayaan
terhadap  pengeluaran  pembiayaan direncanakan  sebesar  Rp.
26.218.244.826,00 (dua puluh enam milyar dua ratus delapan belas juta
dua ratus empat puluh empat delapan ratus dua puluh enam rupiah).

Pasal 14

(1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah
Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia
anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan
dalam peraturan daerah ini, yang selanjutnya dimasukan dalam
perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten
Muna tahun anggaran 2023, dengan tata cara sesuai dengan cara
terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan kepala daerah
tentang Penjabaran Perubahan APBD, dan pemberitahuan kepada
Pimpinan DPRD selanjutnya disampaikan dalam Laporan Realisasi
Anggaran

(2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. Bencana alam, bencana non alam, bencana sosial dan/atau
kejadian luar biasa;

b. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau

c. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan
pelayanan publik.

(3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. Kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat
yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;

b. Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat
wajib;

c. Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah
Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat
peraturan perundang-undangan; dan/atau

d. Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan
menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah
dan/atau masyarakat.



Pasal 15
Uraian lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana
dimaksud dalam pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini terdiri dari:

1. Lampiran | Ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok
dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan;

2. Lampiran Il Ringkasan APBD vyang diklasifikasi menurut urusan
pemerintahan daerah dan organisasi;

3. Lampiran lll  Rincian APBD menurut urusan pemerintahan daerah,

organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok,
jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan;

4. Lampiran IV Rekapitulasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah,
organisasi, program, kegiatan beserta hasil dan sub
kegiatan beserta keluaran;

5. Lampiran V Rekapitulasi belanja daerah untuk keselarasan dan
keterpaduan urusan pemerintah daerah dan fungsi dalam
kerangka pengelolaan keuangan negara;

6. Lampiran VI  Rekapitulasi belanja untuk pemenuhan SPM;

7. Lampiran VIl Sinkronisasi program pada RPJMD dengan rancangan
APBD;

8. Lampiran VIII Sinkronisasi program, kegiatan dan sub kegiatan pada
RKPD dan PPAS dengan rancangan APBD;

9. Lampiran IX  Sinkronisasi program prioritas nasional dengan program
prioritas daerah;

10. Lampiran X Daftar jumlah pegawai per golongan dan per jabatan;

11. Lampiran X1  Daftar piutang daerah;

12. Lampiran XIlI  Daftar penyertaan modal daerah dan investasi daerah
lainnya;

13. Lampiran X111 Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset tetap
daerah dan aset lain-lain;

14. Lampiran XIV Daftar sub kegiatan tahun jamak (multy years);

15. Lampiran XV  Daftar dana cadangan; dan

16. Lampiran XVI Daftar pinjaman daerah.

Pasal 16
Bupati menetapkan Peraturan Bupati Kabupaten Muna tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional
pelaksanaan APBD.



Pasal 17
Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Muna.

Ditetapkan di Raha
Pada tanggal 30 Desember 2022

BUPAT UNA

LA OD AMMAD RUSMAN EMBA

Diundangkan di Raha
Pada Tanggal 30 Desember 2022
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NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUNA PROVINSI SULAWESI
TENGGARA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN
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